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ABSTRAK 

 

Sonia Rianda Putri : Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten 
Padang Pariaman 

 

Pembimbing :  Abel Tasman, SE, MM 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Kebijakan 
Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten 
Padang Pariaman, Penelitian ini dilakukan di sitem Administrasi Manunggal Satu 
Atap (SAMSAT) Kabupaten Padang Pariaman, Jl. Soekarno Hatta Toboh Palabah 
Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian Penelitian ini berbentuk 
penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara 
sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di kantor 
Samsat Kabupaten Padang Pariaman dan data sekunder yaitu berupa data target 
dan realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data penerapan kebijakan 
penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor ini tidak terjadi setiap tahunnya. 
Kebijakan ini dilakukan agar mendorong minat wajib pajak agar melakukan balik 
nama kendaraan bermotor. Namun dengan adanya kebijakan penghapusan bea 
balik nama kendaraan bermotor tidak dapat mendorong wajib pajak untuk 
melakukan balik nama kendaraan bermotor yang disebabkan oleh beberapa faktor, 
yaitu kurangnya kesadaran, kurangnya sosialisasi dan kesulitan ekonomi. Upaya 
yang dilakukan oleh kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman dalam 
pengoptimalan kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor adalah 
dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 
 
Kata Kunci : Kebijakan, Penghapusan, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  

Perkembangan di daerah  merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan 

oleh masing- masing pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyatnya. Agar pembangunan di daerah berjalan dengan lancar, 

maka setiap pemerintah daerah perlu memiliki dana yang cukup untuk 

pembiayaan pembangunan tersebut. Berdasarkan  Undang  Undang Nomor 33 

Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Derah, sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang 

dalam realisasinya dapat berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau 

lainnya yang berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan 

sebagainya. Pendapatan daerah terdiri dari komponen  komponen penerimaan 

dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah, 

penerimaan dari dinas dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam 

pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah 

yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 

pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha- usaha atau tingkat 

kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan 

untuk membiayai pembangunan sebagaimana yang telah digunakan untuk 

membiayai pembangunan sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah pajak 

daerah. 



 2 

Kepentingan rakyat dengan melaksanakan pembangunan daerah di segala 

bidang, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan 

pembangunan daerah, setiap daerah  membutuhkan  dana yang tidak sedikit, 

dimana kebutuhan dana tersebut setiap tahun mengalami peningkatan seiring 

dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan rakyat. Dana yang akan 

dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang 

disebut dengan pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak 

berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak 

daerah (Riftiasari,2019). 

Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari kontribusi penerimaan 

pajak daerah seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor 

sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang 

terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam 

badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berguna untuk mempermudah 

pengurusan administrasi kendaraan seperti bayar pajak, maupun perpanjangan 

masa berlaku STNK dan TNKB. Selain itu Balik Nama Kendaraan Bermotor 

memiliki manfaat bagi pemilik kendaraan yaitu meliputi kapasitas hukum, 

mencegah penyalahgunaan kendaraan, menjaga kepemilikan yang sah, memenuhi 

persyaratan administrasi, dan meningkatkan nilai jual kendaraan.  Proses Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor memakan waktu antara 2 hingga 7 hari kerja. 

Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh 

kantor bersama SAMSAT (Sistem Adiministrasi Manunggal Satu Atap) atau One 

Roof System. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara 
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Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja dalam pelayanan untuk 

menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan 

dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut 

SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan 

Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan 

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ) yang 

secara terintegrasi dan berkoordinasi dalam Kantor Bersama SAMSAT. Sistem 

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan di Kantor 

Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Kabupeten Padang Pariaman.  

Penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten 

Padang Pariaman setiap tahunnya cenderung tidak stabil atau naik turun. Hal ini 

dibuktikan pada saat penulis melakukan kegiatan penelitian. Tidak maksimalnya 

penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat 

Kabupaten Padang Pariaman terjadi karena masih banyak terdapat kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor. Berikut 

ini adalah Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa 

Kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat 

Kabupaten Padang Pariaman pada bulan Januari  Juni 2023. 
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Tabel 1. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada 

masa Kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Padang Pariaman pada 

bulan Januari  Juni 2023. 

Periode / Bulan Target Realisasi 

Januari 2023 124 Unit 51 Unit 

Februari 2023 114 Unit 39 Unit 

Maret 2023 124 Unit 47 Unit 

April 2023 98 Unit 64 Unit 

Mei 2023 130 Unit 63 Unit 

Juni 2023 119 Unit 25 Unit 

          Sumber : Kantor UPTD PPD Sambar Kabupaten Padang Pariaman 

Berdasarkan Tabel 1 Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan 

pada masa kebijakan penghapusan BBKNB Samsat kabupaten Padang Pariaman 

dari Bulan Januari  Juni 2023 mengalami fluktuatif (Naik- Turun). Selama bulan 

Januari sampai Februari laporan realisasi Bea Balik Nma Kendaraan Bermotor 

mengalami penurunan, sehingga tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. 

Beda halnya dengan bulan sebelumnya pada bulan  Maret laporan realisasi 

mengalami kenaikan dari pada bulan sebelumnya, namun masih belum mencapai 

target yang ditetapkan. Pada bulan April terjadi lagi kenaikan yang cukup besar 

dari pada bulan sebelumnya, tetapi masih belum dapat mencapai target. Pada saat 

bulan Mei sampai bulan Juni laporan realisasi mengalami penurunan, maka dapat 

disimpulkan bahwa Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Kabupaten Padang Pariaman pada bulan Januari 2023 Sampai Juni 2023 

mengalami naik turun. Hal ini dapat menunjukan belum optimalnya penerimaan 

pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa penghapusan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor. 



 5 

Pada peraturan Gubernur sebelumnya , yaitu Peraturan Gubernur Sumatera 

Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administratif atas 

keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. Berdasarkan peraturan Gubernur tersebut, Kebijakan 

pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada kantor Samsat  Kabupaten 

Padang  Pariaman dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Juni. Kebijakan 

pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada kantor Samsat  Kabupaten 

Padang  Pariaman optimal kerana penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor 

melebihi target yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan data awal penelitian, 

Kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan 

pada Bulan Januar Juni 2023  belum mencapai target  yang ditetapkan. 

Dari pembahasan di atas peneliti tertarik untuk membahas apakah 

kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh 

kepada wajib pajak dalam melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

maka peneliti bermaksud menyusun tugas akhir yang berjudul: 

Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang tersebut masalah yang akan di bahas 

penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Kebijakan Penghapusan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap wajib pajak dalam 

melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten 

Padang Pariaman? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) terhadap wajib pajak dalam melakukan Balik Nama 

Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Bagi Peneliti 

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) di Kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman. 

2. Bagi Kantor SAMSAT  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja 

Kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman terutama dalam meningkatkan 

penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

3. Bagi Pembaca  

Dapat memberikan imformasi tentang tinjauan kebijakan penghapusan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Padang 

Pariaman, serta diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan sumber 

referensi bagi peneliti yang berminat mengangkat topik pada bidang dan 

permasalahan yang sam 


